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Lampiran 1 Lembar Penyataan Persetujuan
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah
mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai penelitian
yang akan dilakukan oleh Rini Damayanti dengan judul “Analisis
Implementasi Kebijakan terhadap Sistem Rujukan Penderita Penyakit

Diabetes Melitus di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar”.

Saya memutuskan setuju ikut berpartisipas pada penelitian ini secara
sukareka dan tanpa paksaan. Bila selama penelitian ini saya ingin
mengundurkan diri, maka saya dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu
tanpa sanksi apapun.

Makassar, 2023

Yang memberikan persetujuan,
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara Mendalam

Pedoman Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Analisis Implementasi Kebijakan terhadap Sistem Rujukan

Penderita Diabetes Melitus di Puskesmas Kassi-Kassi Kota

Makassar

A. ldentitas Informan :

Nama

Umur

Jabatan

Pendidikan Terakhir

Kode Informan

Tanggal Wawancara

B. Pertanyaan

1. Komunikasi

a. Transmisi

1)

2)

Bagaimana Bapak/lbu mengetahui kebijakan tentang
sistem rujukan penderita diabetes melittus di puskesmas ?
Probing:

Apakah melalui rapat atau kegiatan sosialisasi? Siapa
yang mengadakan? Kapan diadakan? Dimana diadakan ?
Berapakali diadakan? Pembahasannya mengenai apa ?
Bagaimana cara Bapak/lbu menyampaikan kebijakan
tersebut kepada bidang yang bertanggung jawab
terhadapa pelaksanaan sistem rujukan ?

Probing :
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3)

Bidang apa yang Dbertanggung jawab terhadap
pelaksanaan sistem rujukan khususnya DM di
Puskesmas? Bagaimana cara penyampaian kebijakan
tersebut? Bapak/ Ibu sendiri yang menyampaikan atau
diwakili oleh pihak lain? Kapan disampaikan? Berpakali
dilaksanakan? Apa saja yang disampaikan?

Apakah Bapak/Ibu menyampaikan isi mengenai kebijakan
sistem rujukan kepada masyarakat di wilayah kerja
Puskesmas kassi-kassi?

Probing:

Melalui apa disampaikan kebijakan mengenai pelayanan
sistem rujukan DM ke masyarakat? Kapan diadakan?

Dimana di adakan? Berapakali diadakan?

b. Kejelasan

1)

2)

Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang sistem rujukan
penderita diabetes melittus dipuskesmas?

Probing :

Apa itu sistem rujukan? Apa isi dari kebijakan tersebut?
apa tujuan dikeluarkannya juknis tersebut? Berapa
capaian indikator keberhasilan kebijakan tersebut?
Menurut Bapak/lbu apakah pedoman tersebut sudah
dapat memberikan acuan yang jelas dalam pelaksanaan

sistem rujukan penderita diabetes melitus ?
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Probing:
Jika sudah, apa isi pedoman tersebut? Jika belum bagian
mana yang kurang/tidak jelas? Bagaimana Bapak/Ibu

untuk mengatasi ketidak tahuan tersebut?

2. Sumber Daya

a. Staf

1)

2)

3)

4)

Berapa jumlah staf di puskesmas ? dan Berapa orang staf
atau tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kebijakan sistem rujukan di puskesmas?
Bagaimana menurut Bapak/lbuk mengenai jumlah staf dalam
pelaksanaan sistem rujukan DM di Puskesmas ?

Probing :

Apakah jumlah staf tersebut sudah cukup? Jika kurang SDM
bagian apa yang kurang? Kenapa tidak dilakukan
penambahan ?

Menurut Bapak/lbu terkait latar belakang pendidikan staf
pelaksana program sistem rujukan di Puskesmas Kassi-Kassi
?

Probing:

Apakah sudah sesuai konpetensi yang diharapkan? Jika
belum bagaimana cara mengatasinya ?

Apakah ada pelatihan SDM terkait pelaksanaan program

sistem rujukan DM ?
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Probing:

Apakah pernah dilakukan pelatihan SDM terkait sistem
rujukan DM? Jika ada kapan dan dimana
dilaksanakan?Berapa kali dilaksanakan? Jika tidak
bagaimana cara Bapak/lbu memahamin tugas yang akan

dilaksanakan terkait sistem rujukan DM

5) Apakah ada hambatan yang Bapak/lbuk Alami pada saat

pelaksanaan kebijakan sistem rujukan DM ini?

b. Fasilitas

1) Bagaimana menurut Bapak/lbu mengenai kelengkapan

2)

sarana dalam pelaksanaan kebijakan sistem rujukan DM ?
Probing:

Sarana dan prasarana apa Yyang dibutuhkan dalam
pelaksanaan kebijakan sistem rujukan DM? Apakah sarana
dan prasarana tersebut dengan jumlah yang cukup dan dapat
menunjang pelaksanaan program sistem rujukan DM di
puskesmas? Apakah terdapat ruang khusus untuk
pelaksanaan sistem rujukan DM? Media promosi apakah
tersedia?

Bagaimana menurut Bapak/lbu mengenai dana dalam
pelaksanaan kebijakan sistem rujukan DM ini ?

Probing :
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Bagaimana cara pemberian dana ke Puskesmas? Apakah
sudah cukup? Jika belum bagaimana mengatasinya? Apakah
dana berpengaruh dalam pelaksanaan program? Sejauh
mana?
3. Disposisi
a. Sikap

1) Bagaimanakah respon Bapak/lbu dalam melaksanakan
sistem rujukan diabetes melitus ?
Probing:
Apakah Bapak/lbu melaksanakan kebijakan ini dengan
komitmen yang tinggi? Bagaimana pandangan Bapak/Ibu
mengenai kebijakan ini? Apakah terdapat tekanan atau
ketidak nyamanan dalam melaksanakan kebijakan ini? Jika
ada bagaimana cara mengatasinya? Tetap melaksanakan
pekerjaan semaksimal mungkin walau terdapat kendala ?

b. Intensif

1) Apakah Bapak/lbuk  mendapatkan insentif  ketika
melaksanakan kebijakan sistem rujukan DM ?
Probing:
Dalam bentuk gaji tambahan atau reward? Apakah jumlahnya
sesuai yang diharapkan? Apakah ada efek dari kinerja yang

akan ibu kerjakan selanjutnya setelah pemberian honor atau
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reward? Jika tidak ada apakah Bapak/lbu menginginkan di

adakannya pemberian honor atau reward ? jika iya kenapa ?

4. Struktur Birokrasi

5.

a. SOP

1)

Apakah terdapat SOP yang digunakan sebagai acuan
pelaksanaan Implementasi kebijakan sistem rujukan DM ?
Probing:

Jika ada isinya membahas mengenai apa? Dibuat oleh
siapa? Sudah dipakai sejak kapan? Apakah terbantu dengan
adanya SOP? Apakah dilakukan pengawasan sesuai dengan

SOP?

b. Fragmentasi

1)

2)

Bagaimana menurut Bapak/lbu pembagian tugas dan
tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan sistem rujukan
DM ?

Probing:

Siapa saja yang bertanggung jawab? Siapa saja yang
terlibat? Pembagiannya sudah seuai dengan kewenangan
masing-masing? Apakah ada SKnya ?

Bagaimana proses koordinasi dan kerjasama yang dilakukan

dalam melaksanakan kebijakan sistem rujukan DM ?

Implementasi Kebijakan

a. Melakukan Pendataan Penderita Diabetes Melitus
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1) Bagaimana menurut metode dalam menentukan sasaran
penderita DM ?
Probing:
Siapa yang menetapkan sasaran penderita DM?Apakah
Prevelensi sasaran yang digunakan dalam menetapkan
sasaran penderita DM berdasarkan dengan juknis?berapa
preveensi penderita dm kabupate/kota berdasarkan juknis?
Data kependudukan apa yang digunakan dalam menetapkan
sasaran? Apakah puskesmas tiku menghitung sasaran
penderita DM nya sendiri ? Jika tidak menggunakan
prevalensi nasional berapakan prevalensi sasaran penderita
DM?kenapa ditetapkan sebanyak itu? Merujuk dari manakah
penetapan angka tersebut?

2) Kapan pendataan dilakukan dan berapa lama pendataan
dilakukan?

3) Siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan
pendataan?

b. Melakukan Skrining Penderita DM

1) Bagaimanakah Pelaksanaan Skrining Faktor Resiko DM ?
Probing:
Siapakah yang melaksanakan skrining faktor resiko DM?
Dimana saja skrinig dilakukan? SDM apa saja yang harus

terlibat dan cukupkah SDM tersebut? Apakah alat kesehatan
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untuk kegiatan skrining tercukupi? Berapakali idealnya
pelaksanaan skrining?

2) Bagaimana tahapan atau langkah dari kegiatan skrining yang
dilaksanakan ?
Probing:
Tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan apa? Apakah
terdapat SOP?

3) Bagaimanakah skrining kesehatan yang dilakukan pada
pasien DM?
Probing:
Skrining kesehatan seperti apakah yang di berikan kepada
pasien dm? apakah dilakukan cek gula darah? Berapakah
jangka waktu pemeriksaan gula darah tersebut?

4) Bagaimana capaian skrining selama ini?
Probing:
Apakah skrining telah dilaksanakan kepada semua sasaran
yang telah ditetapkan? Apa dampaknya jika tidak semua
sasaran yang terskrining? Adakah kendala saat melakukan
skrining? Jika ada bagaimana cara mengatasi kendala
tersebut?

c. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi,

diet makanan dan aktifitas fisik, serta terapi farmakologi
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1) Bagaimanakah pelayanan kesehatan sesuai standar yang
diberikan kepada penderita DM?
Probing:
Bagaimanakah pelayanan kesehatan sesuai standar yang
dilakukan kepada penderita dm? apakah dilakukan sesuia
dengan juknis? Apa saja pelayanan yang dilakukan? siapa yang
melaksanakan pelayanan tersebut? Apakah ada pelatihan atau
edukasi petugas di puskesmas? Apakah kendala yang dihadapi?
Bagaiman solusinya?

d. Melakukan Rujukan ke FKTRL

1) Bagaimana pelaksanaan Rujukan pasien DM di FKTRL ?
Probing:
Kriteria pasien seperti apa yang bisa dirujuk oleh puskesmas?
Siapa yang melakukan rujukan? Apakah ada SOP untuk
pelaksanaan rujukan?

e. Penyedian Peralatan Kesehatan DM

1) Bagaimana cara penyediaan peralatan kesehatan DM?
Probing:
Apa saja peralatan kesehatan DM? Bagaimana prosedur
mendapatkannya? Apakah jumlah dan kualitas peralatan cukup
dan kondisi nya baik? Apakah ada kendala dalam penyediaan
peralatan kesehatan DM?Apakah puskesmas pernah mengalami

kekurangan alat kesehatan? Apa dampak dan solusinya?
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f.

Penyediaan Obat DM

1) Bagaimanakah cara penyediaan obat DM?

Probing:

Bagaimana prosedur penyediaan obat DM? apakah persediaan
cukup? Berapa jenis obat yang wajib tersedia? Apa kendala
dalam penyediaan obat?apakah puskesmas pernah kekurangan

obat?

g. Pencatatan dan Pelaporan

1) Bagaimanakah pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan di

Dinkes?
Probing:
Bagaimana alurnya? bagaimana metode pencatatan dan
pelaporan?Apakah secara online atau manual? Kapan
pelaksanaannya? Kepada siapa dilaporkan? Apa saja yang
dilaporkan? Apa kendala dalam yang dihadapi?, dan bagaimana

solusinya?

h. Monitoring dan Evaluasi

1) Bagaimana monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan sistem

rujukan DM ?

Probing:

Kapan dilakukan? Siapa yang terlibat? Bagaimana prosesnya?
Apakah kendala yang dihadapi? Apa saja yang menjadi bahan

monitoring dan evaluasi?
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Lampiran 3 Matriks Hasil Wawancara

MATRIKS HASIL WAWANCARA PENELITIAN KUALITATIF
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP SISTEM RUJUKAN PENDERITA PENYAKIT DIABETES
MELITUS DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR
1. Komunikasi
a. Transmisi
1) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui kebijakan tentang sistem rujukan penderita diabetes melitus di

Puskesmas?

Emik

Etik

Kesimpulan

“‘Kalau masalah sosialisasi tentang
DM itu biasanya sesuaiji dengan
dokter tidak

sosialisasi khusus” (KT, Pegawai

arahannya adaji

Puskesmas Kassi-Kassi, 14
Februari 2023)

“tidak adaji sosialisasi khusus, tapi
ditau memang mi toh sesuai dengan
pedoman biasanya” (AS, Pegawai

Puskemas Kassi-Kassi, 15 Februari

Kebijakan tentang sistem
rujukan penderita diabetes
melitus di Puskesmas

disampaikan melalui arahan

penanggung jawab sistem
rujukan diabetes  melitus
atau dokter yang

bertanggung jawab di poli

tersebut.

Sosialisasi  terkait dengan
sistem rujukan diabetes melitus
belum dilaksanakan akan tetapi
arahan

sesuai dengan

penanggung jawab atau dokter.
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2023)

3 ‘kadangji ada tapi tidak selalu,
karna biasanya dokterji yang
arahkan”(SS, Pegawai Puskesmas
Kassi-Kassi, 17 Februari 2023)

4 | “kalau disampaikan yah biasa terkait

dengan alurnya sistem rujukan atau
kalau ada yang belum dipahami
bisaji ditanyakan ke penanggung
jawab, dokter masing-masing poli
biasanya” (MJ, Pegawai Puskesmas

Kassi-Kassi)

2) Bagaimana cara Bapak/lbu menyampaikan kebijakan tersebut kepada bidang yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan sistem rujukan

No Emik Etik Kesimpulan

1 ‘masing masing poli ji yang | Penyampaian kebijakan | Poli yang bertanggung jawab
bertanggung jawab tapi sesuai
dengan arahannya dokter” (AS,
Pegawai Puskesmas Kassi-Kassi,

terkait dengan implementasi | terkait dengan penyampaikan
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15 Februari 2023)

‘iya pegawai sendiriji biasanya yang
langsung jelaskan ke pasien harus
kemana kayak alur-alurnya lah
begitu” (SS, Pegawai Puskesmas
Kassi-Kassi, 17 Februari 2023)

sistem rujukan melalui poli

yang
terkait

masing-masing
bertanggung jawab
dengan penyakit diabetes

melitus.

arahan sistem rujukan.

3) Apakah bapak/ibu menyampaikan isi megenai kebijakan sistem rujukan kepada masyarakat diwilayah kerja

puskesmas kassi-kassi

masing-masing, ketika dikasi rujukan
dikasi tau sampai kapan berlaku
rujukanta dan di poli mana” (MJ,
Pegawai Puskesmas Kassi-Kassi,
20 Februari 2023

kepada pasien mengenai
alur  rujukannya setelah
dokter membuat rekam

medis dan perawat akan

membuat arahannya.

No Emik Etik Kesimpulan

1 ‘kalau ini yang kayak kubilang, | Penyampaian isi mengenai | Alur terkait dengan rujukan
dokter yang bikin status di rekam kebijakan sistem rujukan | yang berlaku kepada pasien
medis baru kita perawat buatmi ) ) yang P P
sesuai arahan” (SS, Pegawai | kepada masyarakat diwilaya | akan disampaikan langsung.
Puskesmas Kassi-Kassi, 17 Februari , .
2023) kerja. puskesmas Kassi-

2 | “disampaikanji  kepada  pasien | Kassi disampaikan langsung
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b. Kejelasan

1) Apakah Bapak/lbu mengetahui tentang sistem rujukan penderita diabetes melittus di Puskesmas

No

Emik

Etik

Kesimpulan

1

‘tidak adaji yang secara khusus iya,
tapi secara umumnya” (KT, Pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi, 14 Februari
2023)

‘iya ditauji dan dilaksanakan sesuai
dengan pedoman” (AS, Pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi, 15 Februari
2023)

Pegawai Puskesmas Kassi-

Kassi mengetahui tentang
sistem rujukan penderita
diabetes melittus melalui

pedoman yang ada secara

umum.

Sistem rujukan di Puskesmas

diketahui melalui pedoman.

2) Menurut Bapak/Ibu apakah pedoman tersebut sudah dapat memberikan acuan yang jelas dalam

pelaksanaan sistem rujukan penderita diabetes melitus

No

Emik

Etik

Kesimpulan

1

‘iya ada aturan dari asuransi
kesehatan, banyaksekali

aturan-aturannya” (AS,
pegawai Puskesmas Kassi-Kassi, 15
Februari 2023)

“aturannya ada misal ada itu
beberapa jenis penyakit yang tidak
bisa dirujuk kalua tidak spesialis

Pedoman terkait dengan

acuan yang jelas dalam
pelaksanaan sistem rujukan
penderita diabetes melitus

didapatkan dari pihak

asuransi kesehatan.

Terdapat pedoman dari pihak

asuransi kesehatan.
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penyakitnya” (SR, pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi 18 Februari
2023)

2. Sumber Daya

a. Staf
1) Berapa jumlah staf di Puskesmas?
No Emik Etik Keterangan
1 “staf di puskesmas itu, ASN 65 Non | Pegawai Puskesmas Kassi| Sumber daya untuk
ASN itu 5 atau 6 kah, masing . . .
sudah cukup untuk | menjalankan implementasi

masing  polji” (MJ, Pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi, 20 Februari
2023)

“Untuk yang beranggung jawab
dalam pelaksaan sistem rujukan itu
masing-asing poliji” (SR, pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi 18 Februari
2023)

menjalanakan sistem rujukan
sesuai dengan tugas dan

fungsi masing.

kebijakan sistem rujukan sudah

mencukupi.
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2)

3)

Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai jumlah staf dalam pelaksanaan sistem rujukan diabetes melitus di

Puskesmas
No | Emik Etik Keterangan
1 “masing masing bertanggung jawab, | Jumlah staf dalam | Jumlah staf sudah sesuai

jadi hitung miki berapa poli” (AS,
Pegawai Puskesmas Kassi-Kassi,
15 Februari 2023)

“lya cukupji jumlah stafnya disini,
apalagi bekerja sesuaiji dengan
tugas dan fungsi masing-masing”
(SS, Pegawai Puskesmas Kassi-
Kassi, 18 Februari 2023)

pelaksanaan sistem rujukan

diabetes melitus di
Puskesmas Kassi-Kassi
sudah  mencukupi  untuk

melaksanakan tugas dan

fungsinya.

dengan yang dibutuhkan.

Menurut Bapak/lbu terkait latar belakang pendidikan staf pelaksaa program sistem rujukan di Puskesmas

Kassi-Kassi?
No | Emik Etik Keterangan
1 ‘bah  sesuaiji apalagi berlatar | Latar pendidikan staf | Pendidikan pegawai
belakang kesehatan semuaji jadi . . .
. - : pelaksana program sistem | menunjang terkait dengan
pasti pahamji tentang  sistem

rujukan” (KT, Pegawai Puskemas
Kassi-Kassi, 14 Februari 2023)

‘pendidikan  pegawai disini itu
sesuaiji dan pasti mereka paham

rujukan di Puskesmas Kassi-

Kassi rata-rata berbasic

kesehatan yang paham akan

sistem rujukan.
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tentang ini” (MJ, Pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi, 20 Februari
2023)

alur terkait dengan sistem

rujukan.

4) Apakah ada pelatihan SDM terkait pelaksanaan program sistem rujukan diabetes melitus?

No

Emik

Etik

Keterangan

1

‘tidak adaji pelatihannya khususnya
untuk semua orang-orang tapi satu
orangji sebagai perwakilan” (AS,
Pegawai Puskesmas Kassi-Kassi,
15 Februari 2023)

Tidak ada pelatihan khusus
untuk Sumber daya manusia
terkait

dengan  program

sistem rujukan diabetes

melitus

Tidak ada pelatihan khusus
untuk program sistem diabetes

melitus.

5) Apakah ada hambatan yang Bapak/Ibu Alami pada saat pelaksanaan kebijakan sistem rujukan DM ini?

No

Emik

Etik

Keterangan

1

“alhamdulillah, sejauh ini tidak adaji
hambatannya” (MJ, Pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi, 20 Februari
2023)

‘ada itu hambatannya biasanya
pasien mau ke- RS yang namaui
karna biasaya takkala sudahmi

Tidak ada hambatan yang
dialami oleh pegawai akan
tetapi hambatan tersebut ada
yang tidak

mengetahui terkait dengan

pada pasien

sistem rujukan berjenjang.

Tidak ada hambatan yang

dialami oleh pegawai.
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berobat ke RS yang tipe A padahal
ada dibilang sistem  rujukan
berjenjang” (SS, pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi, 17 Februari
2023)

b. Fasilitas

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan kebijakan sistem rujukan

DM?

No Emik Etik Keterangan

1 ‘fasilitasnya adaji sesuai dengan | Kelengkapan sarana dalam | Fasilitas kesehatan untuk
yang na butuhkan pasien (.M‘]’ pelaksanaan kebijakan sistem | penderita diabetes melitus
Pegawai Puskesmas Kassi-Kassi,
20 Februari 2023) rujukan  diabetes  melitus | memadai

2 lya kalau disini lengkapji, untuk| o o sesuai dan  untuk
periksa pasien adaji juga” (KT,

Pegawai Puskesmas Kassi-Kassi,
14 Februari 2023)

pemeriksaan pasien juga

lengkap dan memadai

2) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai dana dalam pelaksanaan kebijakan sistem rujukan DM ini?

No Emik Etik Keterangan

1 ‘tidak adaji dana kalau masalah | Dana untuk sistem rujukan | dana berasal dari asuransi
rujukan karna asuransi kesehatan.
kesehataniji yang
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tanggung jawab” (SS, pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi, 17 Februari
2023)

disiapkan oleh pihak asuransi
kesehatan itu

sendiri
3. Disposisi
a. Sikap
1) Bagaimana respon Bapak/Ibu dalam melaksanakan sistem rujukan diabetes melitus?
No Emik Etik Keterangan
1 “vaa kalau kita mengerjakan tugas | Tugas dan fungsi | Pegawai bekerja sesuai
sesuai dengan arahan dokter” (SS, | . . .
dilaksanakan sesuai dengan | dengan tugaa dan fungsi

pegawai Puskesmas Kassi-Kassi, 17
Februari 2023)

‘tidak adaji tekanan yang dialami,
santai-santai saja karna begitu mi
memang tugasnya to” (SR, pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi 18 Februari
2023)

arahan yang diberikan dan
tidak ada tekanan yang

dialami

masing-masing.
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b. Intensif

1) Apakah Bapak/lbu mendapatkan insentif ketika melaksanakan kebijakan sistem rujukan DM?

No

Emik

Etik

Keteragan

1

“klo ini tidak adaji intensif dek” (SS,
pegawai Puskesmas Kassi-Kassi, 17

Februari 2023)

‘kita itu dapat intensif dari jasa
Puskesmas

medik” (SR, pegawai
Kassi-Kassi 18 Februari 2023)

intensif khusus

yang
akan

Tidak ada
untuk pegawai
melakukan rujukan

tetapi kompensasi tersebut

berasal dari jasa medik

Intensif berasal dari jasa

medik.

4. Struktrur Birokrasi

a. SOP
1) Apakaah terdapat SOP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan implementasi kebijakan sistem rujukan
DM?
No Emik Etik Keterangan
1 ‘iya ada SOP” (SS, pegawai|Ada Standar Operasional | Ada SOP yang berlaku untuk

Puskesmas Kassi-Kassi, 17 Februari

2023)

Pelayanan yang berlaku dan

sistem rujukan penderita

sistem rujukan diabetes

melitus
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“selama ini selalu ji sesuai dengan
SOP” (SR, pegawai Puskesmas
Kassi-Kassi 18 Februari 2023)

diabetes melitus dilaksanakan

sesuai dengan SOP

b. Fragmentasi

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan sistem

rujukan DM?

No

Emik

Etik

Keterangan

1

“itu mi tadi, SK itu bukan SK rujukan
tapi SK masing-masing rujukan ji”
(SR, pegawai Puskesmas Kassi-
Kassi 18 Februari 2023)

Pembagian tugas dan
tangguang jawan  dalam
pelaksanaan kebijakan sistem
rujukan  dibetes melitus
sesuai dengan Surat
Keputusan yang diberikan.

Pembagian  tugas

dengan SK

sesuai
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2) Bagaimana proses koordinasi dan Kerjasama yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan sistem rujukan
DM?

No Emik Etik Keterangan

1 ‘terkoordinasijji semua kalaupun ada | Proses koordinasi dan | Terkoordinasi sesuai dengan
tidak dimengerti pasti ditanyakan
langsungji ke pihak yang lebih tau
dek” (SS, pegawai Puskesmas | dalam melaksanakan
Kassi-Kassi, 17 Februari 2023)

Kerjasama yang dilakukan | arahan.

kebijakan  sistem  rujukan
diabetes melitus terkoordinasi
apabila ada hal yang tidak
dimengertin oleh pegawai
Puskesmas Kassi-Kassi
maka  akan ditanyakan
kepada pihak yang

memberikan arahan
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Lampiran 4 Tabel Layanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

-AYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KECAM

KABUPATEN/KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021

NO

KECAMATAN

JUMLAH
PENDERITA

PENDERITADM Y
JUMLAH

PUSKESMAS

2

5

UJUNG TANAH

3
PATTINGALLOANG
TABARINGAN

TALLO

JUMPANDANG BARU
RAPPOKALLING
KALUKU BODOA

BONTOALA

LAYANG
MALIMONGAN BARU

WAJO

TARAKAN
ANDALAS

UJUNG PANDANG |MAKKASAU

MAKASSAR

|BARA-BARAYA
IMACCINI SAWAH
MARADEKAYA

MAMAJANG

MAMAJANG
CENDRAWASIH

MARISO

DAHLIA
PERTIWI
PANAMBUNGAN

TAMALATE

TAMALATE
JONGAYA
BAROMBONG
MACCINI SOMBALA

10

RAPPOCINI

KASSI-KASSI
MANGASA
MINASA UPA
BALLAPARANG

1"

PANAKUKANG

TODDOPULI
PAMPANG
TAMAMAUNG
KARUWISI

12

MANGGALA

ANTANG
BATUA
ANTANG PERUMNAS
TAMANGAPA
BANGKALA

13

BIRINGKANAYA

SUDIANG
BULUROKENG
SUDIANG RAYA
PACCERAKKANG

DAYA

14

TAMALANREA

TAMALANREA
TAMALANREA JAYA
BIRA

ANTARA

KAPASA

15

PULAU SANGKARRIBARRANG LOMPO

PULAU KODINGARENG

JUMLAH (KAB/KOTA)

104



Lampiran 5 Surat Keputusan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN
- DEKAN FN(DLTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIH.
Nomor : 12105 NM1‘"D 06/2022

o PENGANGKATAN PANITIA PENILAI seumm usUL, HASIL, DAN UJIAN AKHIR MAGISTER e
X PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
‘ AN. RINI DAMAYANTI NOMOR POKOK: K052212008
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDDIN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN

Membaca : Surat Usulan Ketua Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatanan Nomor.
I 12103 /UN4.14.8/TD.06/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Usulan Panitia Penilai Seminar
| YA Yo Usul Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. RINI DAMAYANTI Nomor Pokok : K052212008
Menimbang 3 Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usui, Hasal dan U[Ilﬂ Aknlr Maglster bagiSdr.RINT
DAMAYANT! Nomor Pokok : K052212008, mahasi Program Studi
X : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Program Pascasaqana Unhas dipandang perlu
i mengangkat Panitia Penilai.
" b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran
Negara Tahun 2003 No.78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendndnkan Tinggi (Lembaran Negara Tahun
2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddm (LN
1956 No. 39)
4. Penturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tnggl
bahan dari P rintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Pemuran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelol dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas
PTN-BH
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret
2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018
7. Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
8. Peraturan Rektor Unhas No. 2784/UNH4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang
yelenggaraan Program Magister (S2) Universitas H
9. Keputusan Rektor Universitas “Hasanuddin Nomor: 3678!UN4 1/KEP/2021 Tanggal 21 Juni
2021 tentang Pembukaan Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK)
Program Magister (S2) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil, dan Ujian Akhir Magister bagl Sdr RINI
DAMAYANTI Nomor Pokok : K052212008, Program Studi Admini dan Kebij
pada Program Pascasarjana Unhas dengan susunan sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Indar, SH., MPH Ketua
2. Prof. Sukri Palutturi, SKM., M. Kes., M. Sc.PH., Ph. D Sekretaris
3. Prof. Dr. H. Amran Razak, SE, M.Sc Anggota
4. Prof. Dr. Hj. Andi Ummu Salmah, SKM., M. Sc¢ Anggota
5. Dr. Hj. Vonny P, SKM., M. Kes Anggota
Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang
tersedia di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa

studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pad gal __:17

me Sukl‘l Palutturi, SKM., M. Kes., M. Sc., Ph. D
- NIP. 197205292001121001

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Dekan FKM-UNHAS

Program Studi 2 AKK FKM-UNHAS
DAMAYANTI
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Lampiran 6 Surat Keputusan Penguiji

SURAT KEPUTUSAN
- DEKAN FN(DLTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIH.
Nomor : 12105 NM1‘"D 06/2022

o PENGANGKATAN PANITIA PENILAI seumm usUL, HASIL, DAN UJIAN AKHIR MAGISTER e
X PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
‘ AN. RINI DAMAYANTI NOMOR POKOK: K052212008
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDDIN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN

Membaca : Surat Usulan Ketua Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatanan Nomor.
I 12103 /UN4.14.8/TD.06/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Usulan Panitia Penilai Seminar
| YA Yo Usul Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. RINI DAMAYANTI Nomor Pokok : K052212008
Menimbang 3 Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usui, Hasal dan U[Ilﬂ Aknlr Maglster bagiSdr.RINT
DAMAYANT! Nomor Pokok : K052212008, mahasi Program Studi
X : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Program Pascasaqana Unhas dipandang perlu
i mengangkat Panitia Penilai.
" b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran
Negara Tahun 2003 No.78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendndnkan Tinggi (Lembaran Negara Tahun
2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddm (LN
1956 No. 39)
4. Penturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tnggl
bahan dari P rintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Pemuran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelol dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas
PTN-BH
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret
2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018
7. Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
8. Peraturan Rektor Unhas No. 2784/UNH4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang
yelenggaraan Program Magister (S2) Universitas H
9. Keputusan Rektor Universitas “Hasanuddin Nomor: 3678!UN4 1/KEP/2021 Tanggal 21 Juni
2021 tentang Pembukaan Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK)
Program Magister (S2) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil, dan Ujian Akhir Magister bagl Sdr RINI
DAMAYANTI Nomor Pokok : K052212008, Program Studi Admini dan Kebij
pada Program Pascasarjana Unhas dengan susunan sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Indar, SH., MPH Ketua
2. Prof. Sukri Palutturi, SKM., M. Kes., M. Sc.PH., Ph. D Sekretaris
3. Prof. Dr. H. Amran Razak, SE, M.Sc Anggota
4. Prof. Dr. Hj. Andi Ummu Salmah, SKM., M. Sc¢ Anggota
5. Dr. Hj. Vonny P, SKM., M. Kes Anggota
Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang
tersedia di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa

studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pad gal __:17

me Sukl‘l Palutturi, SKM., M. Kes., M. Sc., Ph. D
- NIP. 197205292001121001

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Dekan FKM-UNHAS

Program Studi 2 AKK FKM-UNHAS
DAMAYANTI

106



Lampiran 7 Surat Pengambilan Data Awal

.

NL:m  :1158 /UN4.14/PT.01.04/2023 20 Januari 2023

mp G- !
Hal  : Pengambilan Data Awal
Yth. :
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
Di —
Tempat
Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama . Rini Damayanti
Nomor Pokok : K052212008
Program Studi . Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Bermaksud melakukan pengambilan data mengenai “Diabetes Melitus”, data tersebut
akan digunakan untuk penyusunan proposal tesis dengan judul “Analisis Implementasi
kebijakan system rujukan penderita Diabetes Melitus di Puskesmas Kassi-Kassi Kota
Makassar”.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan
memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasaménya disampaikan terima kasih.

Tembusan :
1. Para Wakil Dekan FKM Unhas
2. Arsip
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Lampiran 8 Surat Izin Penelitian dari Kampus

sl Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
(R S'govlml Sulawesi Selatan o i s

'Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rini Damayanti
Nomor Pokok : K052212008
Program Studi : Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis dengan judul
“Analisis Implementasi Kebijakan Terhadap Sistem Rujukan penderita Diabetes
Melitus di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar’.

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Indar, SH., MPH (Ketua)

2. Prof. Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D (Anggota)
Lokasi Peneliian : Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar
Waktu Penelitian : Januari 2023 — Maret 2023

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/lbu kiranya
berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan :
1. Para Wakil Dekan FKM Unhas

2. Pertinggal
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Lampiran 9 Surat Izin Penelitian dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

Makassal

Kepada -
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA MAKASSAR

Di-

MAKASSAR
SURAT IZIN PENELITIAN
omor : o\
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional limu
Pengetahuan dan Teknologi.

. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ped_oman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
+  Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
Memperhatikan . Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 2011/S.01/PTSP/2023 Tanggal 03
Februari 2023 perihal Izin Penelitian.
Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada
prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama . RINI DAMAYANTI

NIM / Jurusan : K052212008 / Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS

Tanggal pelaksanaan: 13 Februari s/d 13 Maret 2023

Jenis Penelitian . Tesis

Alamat . JI. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Judul : “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP SISTEM RUJUKAN

PENDERITA DIABETES MELITUS DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA

: MAKASSAR"
& Demikian Surat Izin Peneliian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan

selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks mail.com
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Lampiran 10 Surat I1zin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Makassar

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Kassi kassi

| : Penelitian Di-

Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No :
)1-I/BKBP/1/2023, tanggal 9 Februari 2023, maka bersama ini di sampaikan

Nama . Rini Damayanti

NIM : K052212008

Jurusan : 82 Administrasi dan Kebijakan kesehatan

Institusi . Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar

~ Judul 1 Analisis Implementasi Kebijakan terhadap Sistem rujukan Penderita
Diabetes Melitus di Puskemas Kassi Kassi Kota Makassar

Akan melaksanakan kegiatan persiapan penelitian di wilayah kerja yang
pimpin pada tanggal 13 Februai 2023 s/d 13 Maret 2023
disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 14 Februari 2023
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Lampiran 11 Dokumentasi

,.H@
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Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

Nama

Alamat

Tempat/Tgl. Lahir

Agama

Suku

Bangsa

E-mail

Riwayat Pendidikan
1. 2005-2011
2. 2011-2014
3. 2014-2017

4. 2017-2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Rini Damayanti

. JI. Lasuloro Dalam I, Antang, Makassar
: Bone, 16 April 1999

> Islam

: Bugis

: Indonesia

: rinrahman1605@agmail.com

SDN 63 Ajjalireng, Sulawesi Selatan
MTs Al-lIkhlas Ujung Bone, Sulawesi Selatan
SMAN 14 Bone, Sulawesi Selatan

S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas

Kesehatan Masyarakat,Universitas Hasanuddin
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